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PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUS| PENGGANTIAN BIAYA CETAK

KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL
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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

batwa dalam rangks tartib administrasi kependuduken perlu dilakukan
penataan penyelenggarasn dan penerbitan dokumen kependudukan
secara terpadu, terarah, terkoordingsi dan berkesinamaungan:

bahwa dalam rangka pengaturan dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarskat akan kebutuhan Akt Cateten Sipi, Kartu Kelusrga dan
Kartu: Tands Penduduk sebagal bukti olentik dan kepastian hukum bagi
pribadi  sessorang penducuk, fhaks perlu mengatur tata cara
memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP}, Kartu Keluarga (KK) dan
Alta Catatan Sipil dalam Kabupaten Acsh Tamiang;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada horuf &
dan hurdf b, perfu membentuk Canun tentang Retribus! Penggantian
Biaya Catak Kartu Tanda Penduduk. Kartu Keluarga dan Akta Catstan
Sipil;

Undang-Undang Nomor 1 Tahur 1874 tentang Perkawinan {Lembaran
Negara Reputiik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomer 3019);

Undang-Undsng Nemor & Tahun 1681 tentang Hukum Acars Pidana
{Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1981 Namor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomar & Tahun 1882 tentang Keimigrasian, (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3474,

Undang-Undang Momar 44 Tahun 1886 tentang Penyelenggaraan
Keigtimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembarsn Negara
Republik. Indonesia Tahun 1988 Nomar 172, Tambahan Lembaran
HNegara Republik Indonesia Nomor 3893},

Undang-Undang Nomo: 34 Tahun 2000 tentong Perubshan stas
Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 1887 fertang Pajak Dasran dan
Retfigust Daerah (Lambaran Negara Republil indonesia Tahun 2000
Naimor 248, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupatsn
Aceh Barat Daya, Kabupsten Gayo Lues. Kabup Jaya,
Kabupaten Wagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi
Nanggme Aceh Danussslam (Lembaran Negara Republic Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Nagara Republik
Indonesia Nomor 4179);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tantang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 108,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indenesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 fenteng Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republk Indanesia
Nomer 4388);

Undang-Un Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebapalmana telzh diubah untuk keduakalinga dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Namor 32 Tehun 2004 tentang Psmerintahan Daerah  (Lembaran
Megara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomar 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acah,
(Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62
Tambahan Lembaran Negara Reputlik Indonzsia Namor 4633):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenlang Kewarganagaraan
Republik Indonesia ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomar 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
a634)

Undang-Undang Memor 25 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kepanduguken (Lembaran Negara Repubik Indanesia Tahun 2006
Normor 124, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
4674);

Peralutan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1883 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nemar 8 Tahun 1831 tentang Hukum Acere Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Peraturan Pemeriniah Momor 31 Tahun 1993 tentang Penyerahan
Sebagian Unisan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendafteran
Penduduk Kepada Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negarm Republic
Indonesia Nomer 3742);

Peraturan Pemeriniah Nomor 68 Tahun 1989 tentang Tata Cara
Pelaksenezn Peran Serta Maayerakal daam Panyslenggaraan Negara
(Lambaran Negara Repubilk Indonesla Tshun 1998 Momor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indanasia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomar 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Dasrah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahum 2001 Nomor 116,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4133},

Pergturan Pemerinah Nomor 78 Tahun 2005 tenlang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelsnggaraen Pemerintah Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tamiahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Memor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tembshan Lambaran Negara Republik indonesta Mamor
4736);




20. Peraturan Presiden Repubfic Indonesia Nomor 25 Tahun 2008
. ! i=ntang Persyaratan dan Teta Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pancatatan Sipil;
. 21, Peraturan Menten Dalam Nsgeri Momor 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendstarasn Penduduk dan Pencatatan
Sipil di Dasrah:

22. Keputusan Menteni Dalam Neged Nomor 6 Tahun 2003 fsntang
¥ Pedaman Pambinaan Penyldik Psgawal Megeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
1 23. Keputusan Menterl Dalam Megerl Nomor 245 Tahun 2004 tentang
Pedaman Penetepan Tarif Retribusi Jasa Umum:

24. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Momor 03, Tambahan Lembaran Dasreh Nanggroe Aceh Darussalam
Momor 03);

25 Qanun Aceh Nomor 6 Tshun 2008 tntang Penyelenggaraan
Adminisirasi _Kependudukan (Lembaran Dasrah Nanggroe  Acch
Daussglam Tahun 2008 Momor 06. Tambahan Lembaran Daerah
Manggroe Aceh Danussalam Nomor 16]

Dangan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan QANUN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU

TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL ,

BABE |
HKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang di maksud dengan
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Kabupalen adalah Kabupaten Aceh Tamiang:
Pemerintah Daersh Kabupaten yang selamjutnya disebut Pemerintah Kabupater adalah
unsur penyelenggera pemerintanan deerah kabupalen yang terdin ates Bupati dan
Perangkat Daerah Kabupaten Acsh Tamiang:

* Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

Dinas adalah Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten

Aoeh Tamiang;

Kepoia Dinas adalzh Kepala Dinas yang membidangi kependudukan dan pancatatan Sipil

Kabupaten Aceh Tamiang,

Pejabal adalah Pegawai yang diber| iugas tertentu dibidang retribusi dasrah sesual dengan

peraluran perundang — undangan yang berlalu;

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami sesearang pada register

catatan sipil cleh Lnit kerja yang mengelola pendaftaran panduduk dan pancatatan sipi;

Mita Catatan Sipll adalsh akia otentik kejsdian vital yang berisikan cataian lengkap

sassarang mengenal kelahiran anak hidug, lshir mali. perkawinan, perceraian, kematian,
n anak, anak, dan nama yang

diterbitkan den disimpan pada dinas yang mermbidangi kependudukan dan pencatatan sipl

Kabupaten Aceh Temiang;
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Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akia catatan sipil dan merupakan alst
buiti sah bag! il yang bersangkutan maupun pihak ketigs mengenai akta catatan sipil
kelahiran anak hidup, lahir mati, perkawinan, perceralan. kematian, penpekuan dan
pengesshsn anak, pengangkatan anak, dan perubahen nama yang df tertitkan dan
disimpan pada Binas yang membidangl kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupalen
Aceh Tamiang;
Kutipan Akta Kedua den ssterusnya adalah kutipan akia catetan sipil yang kedua dan
selerusnya yang di ferbitkan oleh kantor karena kutipan Akta yang asfi (pertama) hilang,
rusal Btau musnah setslah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwaiib,
Kerty Keluarga selarjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat daia
tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;
Kartu Tanda Penduduk selanjulnya disingkat KTF adalah identitas resmi Penducuk
sebagai bulli i yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang beriaky diseluruh wilayah
Negara Kesatuan Republi Indonesia;
Retribusi pelayanan Jasa Umum adalah refribusi atas jasa yang diseciaken Pemerintah
Daereh untuk ujuan kepentingan dan ksmanfastan umum serta dapat dinikmati oleh oreng
pribadi atau badan;
Pelayanan Cataten Sipil, Kertu Keluarga dan Karlu Tanda Penduduk adatan pencatatan
dan Pemberian Axta Catatan Sipil, Kartu Keluargs, Kartu Tanda Penduduk menurut
kebutuhan kepada orang pribadi atas permahonen yang bersangkutar:
Retribusi Pencatatan Sipil, Kartu Keluargs, Kertu Tenda Peaduduk yang sslanjutnya
disebut Retribusi adalsh pembayaran atas pemperian Kutipen Akla Catalan Sipi, Kartu
Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kepada orang pribadi;
Wajlb Retrlbusl adalah orang pribadi yang menurut parsturan perundang - undangan
reftribusi diwsjiskan untuk melakukan pembayaran retribusi;
Mesa Retribus| adalah jangka wakiu terientu yang merupakan batss waitu bagi wajic
retribusi untuk memanfestkan jasa palayanan ates pelayanan dar Psmerintah Dagrah
yang bersangkutan;
Surat Pendaflaran Objek Retribusi Dasrah yang selaniulnya disingkel SPORD adalsh surst
yang digunakan oleh wajio retribusi untuk melaporkan data objek retribusl dan wajib
retibusi sebagai dasar perhitungsn dan pembayaran retnbusi yang terhutang menurut
peraturan perundang - undangan retribusi dasrah;
Surat Ketetapen Retibusi Dasrah yang selanjutiya disingkal SKRD adalsh surat
kaputusan yang menentukan besamya jumlah retiousi terhutang:
Sural Ketelapsn Retribusi Daerah Kurang Bayar unilk selanjutnys disingkat SKROKB,
adalah sural kepulusan yang menentukan besarnya jumish reiribusi yang terhutang,
lumiah kredit refribusi, jumiah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarmnya sanksi
administrasi dan jumiah yang masih harus di bayar;
Surat Ketstapan Refribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKRDKHT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumiah refribusi yang
telah ditetapkan;
Surst Ketetapan Retribusi Daerah Leoin Bayar Tambahan yang selanjuinya disingkat
+SKROLET, adalah suste keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayarsn
refribusi karena jumiah kredit relribusl lsbin besar daripada retribusi yang leshutang atau
tidak seharusnya terhutang;
Surat Tagihan Retriousi Daerah yang selanjutiya disingkal STRD adajah sural un:
melekukan tagihan retribusi dan alau sanksi administras! berupa denda,
Surat Keputusan Keberatan adalah surat kebsratan SKRD, SKROKBT, SKROLET atau
terhadap pemotongan  atau pemungutan olsh pinak ke tiga yang diajukan cleh wajib
retriusi;
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencar, mengumpuikan dan mangalah
data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi berdssarkan persturan perundang — undangan Refribusi Daerah;
Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dasrah adalah serangkaian findakan yang di
fakukan oleh Penyidik Pegawal Negeri Sipil, yang selanjutnya diseoul penyidik, untui
mencan serla mengumpulkan bukii yang dengan buktl o membuat terang Tindak Pidana
di bidang retribusi Daerah yang terjadi serte menemukan tlersangkanya;
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BAB I
. MAKSLUD DAN TUJUAN

Pasal 2
.
Penggantian Biaya Cetak KTP. KK dan Akta Catatan Sipil dimaksud untuk mengalur, mengawssi
dan mengendslikan serta membiayai pelayanan kebutuhan masyarakat aken dokumen
administrasi kependudukan.

L Pasal 3

Penggantlan Biays Cetak KTP, KK dan Alda Catatan Sipil bsrtujuan uniuk mewujudkan
kepastian hukum bagi masyarakat sebagai alat buklifinderitias diri pribadi dan pengeiolaan
informasi serta hasiinya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektar lain

BAB Ill
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 4
(1) Retribusi ini disebut Retribusi Penggantian Biaya Getak KTP, KK dan AKla Catatan Sipil

yang dipungut retribus| sebagai pembayaran alas pemberlan KTP, KK dan Akta Gataten
Sipil kapada areng Pribaci, R

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
2. Kartu Tanda Pandudulc

Karlu Keluarga;

Akta Perkawinan;

Akta Percarsian;

Akta Kematian;

Akta Pengakuan dan Pengesshan Anak,

Akt Pengangkatan Anak:

Akt Perubahian Nams

=
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Pasal 5
Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh KTP, KK dan Akta Gatatan Sipil,

BAB IV
TATA CARA MEMPERCLEH KTP, KK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

, Bagian Perfama
. KTP dan €K

Pasal g

{1} Setisp penduduk werga negara Indenssia dan orang asing yang memilii izin tinggal tetap
dan telah barumur 17 {tujuh belas) tahun atau talah kewin atay pernah kawin wajlb memifiki
KTP. :

(2} Seliap warga negara Indonesia aiau orang asing yang Ginggal fetap hanis memiiki KK
dengan terlebih dahuu memenuhi syarat-syaral yang ditelapkan dan mengajuksnnya
kepada Dinas yang i kep sipil Kabupaten Aceh
Tamiang;

{3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beraku secara nasional.

4) Penduduk wajib melaporkan perparjangan masa berlsku KTP kspada Dinas yang
idangi dan sipil Kabupaten Aceh Tamiang apabila masa

herlakunya teiah berakhir,
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KTP walib dibawa pada saal berpergian;
Penduduk sbagaimana dimskaud pads ayst (1) hanya diperbolehkan memilii 1 (safu)
KTP.

.

Pasal 7

Syarat-syaral untuk memperoleh KT sebagai berikut

&. Mengisi formulir ( F -1, 07 )

b. Fotocopy KK:

€. Fofocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berumur 17 Tahun:

d Akta Kslahiran/ljazeh dan lelsh dilegalisir cleh pejabat yeng berwenang atai
menunjuickan aslinya (bll2 ad)

e. Pas photo warna ukuran 4x6 om sebanyak 2 (dus} [smbar (latar belakang wama merah
untuk tahun Ishir ganjll dan wama biry untulc tahun lshir genap );

f. Fatocopy dokumen imigrasi (Paspor, Lzin Tinggal Tetap), bagi pendudik orang ssing
tinggal tetap;

9. Surat pengantar deri Datok Penghulu.

Syarat-syarat untuk memperoleh KK sebagai berkust :

a. Mengisi formulir ( F~1. 06 ),

b. Fotocopy KTP dan KK lama bagi penduduk luer dserah dibuktikan dengan
rekormendast dari Dinas Kependudukan dasrsh asal;

¢. Fatocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan bagi panduduk yang sudah menikah;

d. Fotacopy Akia Kelahiraniljazah kepala kaluarga dan anggota keluarga (bila ada);

©. Surat Pengantar dari Datok Penghulu yang ‘di kstahui Camat tempat tinggal;

1. Fotocopy dakumen keimigrasian (Paspor, lzin Tinggal Tetap) bagi penduduk orang
asing tinggal tetap,

Bagian Kedua
Aktz Catatan Sipil

Pasal 8

Seliap warga negara indonesia maup.n warga negara asing yang menetap di Indonesia
harus memperoleh Akta Cetatan Sipll menunit kebutiihan dengan teriebih dahulu mengisi
formedi dan memenuhi syarat — syarat yang ditetapken dan mengajukan permohonan
kepada Dinas yang membidangl kependudukan dan pencatatan sipil Kabugaten Aceh
“Tamiang

Syarat-syarat untuk memperoleh Akta Catatan Sipil sabagai berikut
A Akia Kelahiran sebagai berikut

a. Akta Kelshiran belum melampaui 80 (anam puluh) harl, sebagai berkut :
Mengisi Formulir Laporan Kelahiran,
Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran atau surat keterangan lahir
yang diterbitkan aleh Datok Penghulu tempat kelahiran yang bersangkutan;
Fotocopy Buku NikahvAkia Perkswinan orang tus atau bukii lain yang di
sarmakan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang bsrwenang atau menunjukkan
aslinys;
Fotocopy KK dan KTP arang tua;
Fatocopy Dokumen Imigrasi atau surat tanda melapor diri bagi warga Negara
Asing;
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Ata Kelahiran yang melsmpaui batas waktu 60 {enam puluh) hari sampsi dengan
1 {salu) tahun, sebagai berikut ;

1. Mengisi formuiir aporan kelshiran;

2. Sural Keterangan Kelahiran dari penclong hiran atau surat keterangan lahir
yang diterbitian cleh Datok Penghuiu tempat kelahiran yang bersanghutan,




3. Folocopy Buku Nikahiikta Perkawinan orang tua atau bukli lain yang di
samakan dan telah dilegalisic oleh pejabat yang berwenang atau menunjcickan
aslinya;

4. Fotocopy KK dan KTP orang tua;

5. Surat Pangantar dari Datok Penghulu seiempat;

8. Folacopy Dokumen Imigrssi stau surat tanda imelapor diri bagi warga Negars

Asing;
7. Persetujuan Kepala Instansi pelaksana,
. Akta Kelahiran yang malampaui batas wakiu 1 (satu} tahun, sebagai berlkul
Mengisi formulir laporan kelahiran;

‘Surat Keterangan Kelahiran dari panolang kelahivan atau surat keterangan lani
yang diterbitkan oleh Datok Penghull tempat kelahiran yang bersangliutan:

Fatocopy Buku Nikah ( Akta Perkawinan orang fua atau buknt lain yang di
samakan dan tefah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan
asiinya;

Fotacagy KK dan KTP orang tua;
Surat Pengantar dar| Datok Penghuiu;

Folocopy ljazan bita ada;

Panetapan Pengadilan,

Fotosopy Dokumen Imigrasi elad suret tanda melapor dii bagl warga nagars
asing;

e
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B. Akta Perkawinan sebagpi berikut |
Mengisi formullr laporan perkawinan;

Folocopy Akta Kelahiran kedua calon mempsist dian teish dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang tew menunjukkan aslinya;

Surat gan dari Datok Penghulu

Folocopy KK oreng la dan telah dilspalisic olan pejatat  yang
berwenang atau menunjukkan aslinya;:

Fotocopy KTE kedua mempelai dan 2 (dua) crang saksi serta telah dilegalisl cieh
pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinyz;;

Pas foto 3x4 cm kedua meimpelai duduk berdempingan sebanyak 4 {empat) lsmbar;
2 {dua) orang saksi yang telah berumur 31 tahun keatas;

Fotocopy Akla Perceralan (bagl yang telah bercerai) dan Akts Kematian {bagi yang
teleh meninggal suamiistarl;

Akta Kelahitan Anak yang akan di akul dan disahian {bila ada);
10, Surst Pemberkatan/Baptis:
11, Fetocopy Surat Bukll Kewarganegarazn (SKBRI) dan Surat Gant Nama:

12, Fotocopy Surat Tanda Melapor Dirl (STME) dan Surat Keterangan Tinggal Tatap
(SKTT) bagl Warga Negara Asing
13, Penetapan Pengadilan Negeri bagl yang berbeda agama,
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. Akta Peroeraian sebagai barikut
Wengisi Formulir Laporan Perceraian;

Keputusan Pengadian tentang perceraian;

. Akta Perkawinan yang bersangkutan;

. Folocopy Akta Kelahitan yang bersangkuten;
Foloooor. KK dan KTF verg karesnakagsn

ook owN
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D. Akta Kematian sebagal berikuit;
Mengis! formulir aporan Kematian;

Surat Keterangan Kematian darl yang berwsnang ;

Surat Keterangan dari Datok Penghutu di ketahui Camat sstempat;
. Folocopy Akta Kelahitan:

. Folacopy Akla Parkawinan (5agi yang sudah kawin];

Folacopy Akta Perkavinan orang tus;

Fotocopy Dokumen Imigrasi ; STMD (bagi VINA)

a Pengakuan dan Pengesshan Anak sebagai berlkut -
Mengisi formulir pengakuan dan pangesahan anak;
Akta Kelahiran yang bersangiutan;
fotacopy Akta kelahiran orang tua yang mengaku:
‘Surat NikahiAkta Perkawinan orang fus;

Fotocopy KK dan KTP orang tua yang bersangkutan:
Fotocony STMD dan SKTT bagi WHA,

m
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Alkta Pengangkatan Anak sebagal barikut :
Wengisi formulir pengangkatsn anax;
Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Folacopy skta kelahiran yang menganghat anak;
Fotooopy KK dan KTP orang tua yang mengangkst,
Penetapan Pengadilan.

RN

G. Akla Perubahan Nama sebagai berikut :
Mengisi formulir perubahan nama;
Akta Kelahiran yang bersangkuian;
Fatooopy KK dan KTP orang wa;
Penstspan Pengadiian

e

Pasal &

Pemchanan KTP, KK dan Akta Cataten Sipil harus sudsh selesal diproses paling lama 5
(ima) hari kerja tarhitung sejak tanggal dilerima permohanon yang talah lsngksp dan
memanuhi persyaratan serta tefah melunas retribusi ;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) idak berlaku bila tefadi hal-hal diluar
kemampuan teknis.

Pasal 10

KTP diberkan stss nama pemohon Untuk jangka wakiu § (ims) tahun dan dapat
diperbaharul kembali dengan memenuhi syarst — syarat yang ditetapkan.

KK diberikan atas nama pemohon untuk parmohonen KK baru atau KK untuk penduduk
yeng pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daeraf fain atau penduduk yeng ditinggal
pindah oleh kepala keluarga,

Akta Calatan Sipil diberikan atas nama pemahon Lntuk jangka waktu selamanya dan dapat
diminta Kutipan Kedua dan seterusnya apabila rusak, hilang atau musnsh yang di buktikan
dengan sural keterangan dari pihak yang benwaiib.



(4) KTP, KK dan Akla Catatan Sipil tidak dapat dipargunakan oieh pihak lain slsin yang
tertera pada KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 11

Kepata Dinas berwenang untuk menolak permohonan KTP, KK dan Akla Catatan Sipil apabila
tidak dilengkapi salsh safu persyaratan yang telah ditstapkan dalam Pasal 7 dan Pasal & dan
dapst diajukan kembal setelah persyaratan dilengkapi dan dipenuni

Pagal 12
1) Penduduk yang KTP alau KK rusak daniatau hiang depat diberlkan KTP atau KK
gganti

(2) KTP atau KK pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapet diserikan penggant
setelah melunas| relriousi dan melenakapl eyarat-sysrat sebagal berlkut -

a. Mengisi formulir permohanan pengganti KTP atau KK;
b. Bagi pemohian KTP atau KK yang rusak melampirkan KTP atau KK tersebut;

c. Bagl pemohon yang kehilangan KTP atau KK, disertai surat keterangan kehiiangan KTP
atau KK dari Kepolisian,

BAB Vv
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi penggantian biaya catak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai refribusi
jasa umum

BABwWI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 14

Retribus| pengganfian biaya catak KTP, KK dan Akla Catatan Sipil diukur berdasarkan ens jasa
yang diberikan dan tingkat penggunaan jasa.

Vil
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15
Prinsip dan sasaran dalam penefapan terif refribusi didasarkan aias tujuan untuk manutup

sebagian biaya pengantian biaya cetak den penysienpgarasn pemberiaan KTP, KK dan akts
Catatan Sipl
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BAB VIl
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pazal 16

Besamya tarif retribusi penggantian biaya catak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil menurut jenis
yang diberikan ditstapksn sebagal berikut

N JENIS AKTA TARIF RETRIBUSI KET.
' 2 3 s ]
1 ke Rp 5.000
2 | kK Rp 7.500
3 | Akia Parkawinan

a Biasa
1}, Warga Negara Indonesia
-0l Kantor Rp 50.000
- Luar Kanter Rp 100.000
- Kutipan Akts Kedua dst Rp 150.000
| 2). \Warga Negars Asing
! - Di Kantor Rp 300.000
- Luar Kanior Rp 400.000
- Kulipan Kedus dg; Rp 500.000
b, Lewat Wakl
1), Warga Negara Indonesia
- Di Kantor Rp 100.000
- Luar Kantor Rp 150.000
2. Warga Negara Asing
- Dikantee Rp 400.000
- Luar Kantor Rp 500.000
4 | Ak Percaraian
A, Bissa
1 - Warga Negara Indonesia Rp 30.000
- Kutipan Kedua dst Rp 50.000
3). - Warga Negara Asing Rp 200.000
- Kustipan Kadua dst Rp 200,000
b Akla Parceraian Lewat Waklu
a. Warga Negare Indonesia Rp 160.000
b, Warga Negare Asing Rp 360.000
5 | Akta Kematian
a. Warga Nagara Indonesia Rp 20.000
| - Kutipan kedus st Rp 30.000
. Warga Negara Asing Rp 360000
- Kutipan Kerua dst Rp 400.000
sk = J




= 7 z 3 7
| »
| Akta Pengakuan dan Pengesanan Anak
& Oleh Wargs Nagara Indonesia Rp 30 000
- Kutipan Kacua dst Rp 40,000
b. Ofeh Viarga Negara Azing Rp 500,000
[ - Kutipen Kedus dst. Rp 500,000
[ 7 | Atz Pengangiatan Ansk
i a Bigsa
). Oleh Warga Negara Indonesia Rp 30.000
- Kutipan Kadua dst. Rp 40,000
2). Oleh Warga Negara Asing Rp 500.000
- Kutipan Kecua dst. Rp 500.000
b, Leval Wakly
1] Warge Negara inconesia Rp 50,000
2). Warga Negara fsing Rp 500.000
# | Akta Perubahan Nama .
2. Warga Negara Indonesa Rp 20000
- Kulipan Kedua dst Ra 25,000
b, Wiarga Negara Asing Rp 500.000
- Kutipen Kedua dst Rp 500.000

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 17

Retribusi yang terhutang dipungut di wilaysh dasrah dimana KTP, KK dan Akta Catatan Sipil
diberikan,

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIEUSI TERHUTANG
Pasal 18

Maga Ralribusi dan saat retribusi terhutang lamanya 1 {satu] tahun, kecuali ditatapkan Lain oleh
Bugati.

Pasal 12

Sast refribusi terhutang  adalah pada sast ditstapkan SKRD atau dokumen lain yang di
persamakan.

BAB XI
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 20
(1) Wajib retribusi wajib mangisi SPORD.

(2) SPORD sebaalmana dimaksud pada ayat (1) harus d isl dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditandatangani aleh wajib retribusi atau kuasanya
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Bentuk, lsi dan tata cara pengisian dan penysmpaian SPORD sebagaimana dimaksud
para ayat (2) diatur lebih tanjut oleh Bupati.

BAB XIl
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 21

Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi
terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan dsta baru dan data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan panambahan jumiah retrlousi yang terhutang, maka
dikeluarkan SKROKBT.

Bentuk, isi dan tala cara penerbitan dan penyempaian SKRD atau dokumen lain yang
dan SKROKET dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut oleh Bupsti

BAE XIl
TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

Pamungutan retribus! tidak dapat diborongkan,

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipsrsamakan
dan SKROKBT.

Tata cara jasa, tempat retribus! diatur labih lanju
oleh Bupati.

Semua hasil pungutan retribus| yang dilakukan berdasarkan peraturen ini harus diselor ke
Kas Daerah sssuai dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku
BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 23

Bupati menentukan tanggal jsiuh tempo pembayaran dan penysforan retibusi yang
terhutang paling lama 30 (figa puluh) harl setelah saat terhutang

ta cara tempat . 1 retribusi - diatur lebih
lanjut oleh Bupati.
BAB XV
TATA GARA PENAGIHAN
Pasal 24

Retribusi yang terhutang berdsssrkan SKAD atau dokumen isin yang disamakan,
SKRDKBT, STRD dan surat kepulusan keberstan yang menyebabkan jumiah retitusi
yeng harus dibayar bertambah, yang tidak kurang bayar oleh wajlb retribusi dapat ditagih
melslui surat paringatanftaguran atau sural lain yang disamakan

Penagihan ratribusi melalui surst peringaian/teguran stau sural lain yang disamakan,
sanakan bardasarkan saraturan perundana-undancan vans berkaky
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BAB XVi
7 SANKSI ADMINISTRAS|

Pasal 25
.
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada wakiumya atau kurang membeyar,
dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 (dua) persen setiap bulan darl retibusi yang
tarhutang atau kurang disayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD
r

BAB XVl
KEBERATAN
Pasal 26
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pajabat yang
" ditunjuk stas SKRD atau dokumen kain yang dipsrsamakan, SKRDKBT dan SKROLBT.
(2) Keberatan diajukan secara tertulls dalem bahasa Indonesia dengan dissrtai alasan-alasan
yang jelas.
(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas keletapan ratribusi, harus capat
n sebut
(4) Keberatan harus dapat diajukan dalam Jangka wakiu paling lama 2 {dua) belan sejak
tanggial SKRD stau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKET dan SKROLET diterbiikan
kecusli apablla wajb retribusi tersnty dapat menunjukkan banwa jangka waklu itu tidak
i Seiciaan dilar
(5) Keberatan yang tidak dapal memenuh| persyaratan ssbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), tidak diznggap sebagal surat keheratan sehingga tidak diperimbangkan,
(8) Pengajuan keberaten fidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan yang disjukan.
Posal 27
1) Bupali dalam jangke wekiu paling lama & (enam) bulan sejak langgal sural kebsratan
dilatima harus memberi kepulusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Kepiusan Bupati atas Gasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau manambahnya besar retribusi terhutang
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, felah lewat dan Bupai tidak
memberikan suatu keputisan, kebsratan yang diajukan fersebut dianggap dikabulkan,
BAB XVill
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
-7 Pasal 26

(1) Atas kelehinan pembayaran reiribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembailan kepada Bupati

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 8 (enam) bulan ssjsk diterimanys permohonan

kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat {1) harus membarikan
keputusan.

{3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayst 2 (dua) telsh dilampaui dan
Bupali lidek memberikan suatu kepulusan, parmohonan pengambilan kelsbihan retribusi
disnggap dikabulkan dan SKRDLBT harus diterbitkan dalam jangka wakiu paling 1ama 1
(st bulan.

@) Apabilz wajib retribusi mempunyai hutang retribus| lainnya, kelsbihan pembayaran ratribusi

sebagaimana dimaksud pada ayal (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terisbih
dahulu hutang retribusi tersebut.
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dimaksud pada ayat (1).
bl Jangka weklu paling lama 2 :dua) bulan sejek ditertibkennys SKROLBT
Apabila pengembilan kelebihan pembayaran retrbusi dilakukan setelah jangka waktu 2

(dua) bulan, Bupali mamberkan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan stas
Fotiniatin pembayaran ketebihan ratribusi.

Pazai 28

Permahonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disjukan secara fertuila kepada
Bupsti dengan sekurang-kurangnya menyebutian

nama dan alamat wajib refribusi;

mass retriousi;

besarnya kalabihan pambayaran; dan

alasan yang singkat dan jlas.

apem

Permohanan pangambilan kelebéhan pembayaran ratribusi disampaikan secara langsung
‘atau malalui Pos tercatat,

Buidi penerimaan oleh Pejabal Daerah atau bukli pengiriman Pos tercatat merupaken bukdi
saat parmohonan diterima oleh Bupatl.

Pasal 30

Pengarmbilan keleblhan retrousi dilskukan dengan menertibkan surat perintah membayar
kelebilian retribusi.

Apabia kelsbihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan huteng retribusi lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4). pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahan buku yang berlaku sebagei bukti pembayaran

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 31

Bupati dapat | 3 dan ratribusi

Pengurangan, keringanan dan psmbebasan ratribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajlb retribusi

Tata cara i dan retribusi diatur lebih anjut dengan
Peraturan Bupati,

BAB XX
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 32
Hak untuk melakukan penaginan retrbusi kadaluarsa setslah mempunyai Jangka waktu 3

{tiga) tahun terhitung sejak saat ferhutang retribusi, kecuali apabila wafib retribusi
metakukan Tindak Pidana dibidang retribusi,

penagihan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila

a diterbitkan surat teguran; atau

b. ade pangakuan hutang refrlbusi darl wajib retribus bak langsung maupun tidak
langsung

Piutang retribusl yang tisak mungkin ditagih lapi karena karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
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BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

Wiafib retribusi yang tidak melaksanakan kewajlbannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan pailng lama & (enam) bulan atau denda paling banyak 4
(empat) kal jumish retribust yang terhutang.

Tindak pidana ssbagaimana dimakeud pada ayal (1) adaleh tindak pidens pelanoaran

BAS O
PENYIDIKAN

Pasal 34

Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dibari wiwenang
ihusus sebagai Penyidik unfuk malakukan penyidikan Tindak Pidana dioidang Retribusi
Dgersh sebageimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acars Pidana yang
bertaky

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut

. menerma, mencar, mengumpulkan dan menelfi keterangan atu laporan berksnaan

dengan tindak pidana bidang retribusi desrah sgar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lengkap atau jeias;

meneil, mencar! dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang diakukan sehubungan dengan firdak pidana

retribusi daerah;

meminta_ keterangan dan bahan bukli dar erang pribadi atau badan sshusungan

dengan tindak pidana bidang retribul dasran;

d. buku-buku, dan d dokumen lain berkenaan dengan

Hbdal s i e e

e bahan bukii 1 catatan dan
Pl i bl Sk penyitaan tethadap bahan bukti terssbut;
meminta bantuan tenaga ahll dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang retribus! dasrah;

. menyuruh berhent danfatau melarang seseorang meningaalkan ruangan atau tempat
pada saat sedang dan identitas orang dan‘atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurif &;

. memoiret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi dasrah:
memanggfl arang unfuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal tersangka atau
saksi
menghentikan penyidikan;

. melakukan tindakan lain yang peru untuk kslancaran penyidikan tindak pidana
dibidang retibusi deerah menunt kstentuan perundang-undangan.

L

o

@

o

*

Penyidik sebagaimana dimakaud pada ayat {1) membsritahukan dimulainya penyidican
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat
Polis] Nagara Republik Indonssia sesusi dengan ketentusn yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang barisku

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2005
tentang retribusi Pelayanan Catatan Sipil dalam Ksbupaten Acsh Tamiang oan segaia kelentuan
yang bertentangan dengan Qanun i dicabut dan dinyatakan tidak barlaku lagl
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Pasal 36

Hakhal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepenjeng mergenal peramran
pelaksanaanya akan diatur lshih lanjut dengan peraturan Bupati

Pasal 37

Qanun ini mulat berlaku pada tanggal diundangkan
Qanun ini dangan

Agar seliap orang m
penempetannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan ¢l Karang Baru
pada tanggal 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijah 1429 H

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 24 Desember 2008 M BUPATI ACEH TAMIANG,

28 Daulhijjah 1126 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG, ABDUL. LANEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2008 NOMOR 9



PEMJELASAN

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR & TAHUN 2008

TENTANG
RETRIBUS| PENGGANTIAN BIAYA GETAK
KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL

umuM

Dalam UUD 1845 Amandeman ke-4, menegsskan bahwa adanya [aminan
terhedap berbagal hak penduduk termasuk hak memperoleh identitas diri dan perlakuan
yang sama di depan hukum tanpa memandang usia, wama kuilt, agama dan Lin-lain
perbedaan yang terdepat dikglangsn penduduk  Indonesia. Penyelenggaraan
administrasi kepenidudukan pada hakikatnya adatah perwujudan darl Undang-Undang
Dssar 1945 Bab 10 Pasal 26, datam konteks Inl, pemerintah diminta olsh konstitusi
negara unluk memberkan perlindungan dan kegastian hukum kepada rakyatnys tanpa

suku, agama, ras at

Undang-Undang Nomar 11 Tahun 2006 tentang Pemerintaan Aceh dan Undang:
Undang Normar 23 Tahun 200 lentang ,
ahwa 1 dengan tertib. tersebut
dimaksuckan untuk melinduungi status dan hek-hek sipil setiap penduduk sebagal upaya
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rabra colun rangls panysbnggrasn: dan pembasian peliyann Adiinras
refribuzi  sebagai
pengartian biaya catak Kartu Tanta Penduﬂuk Kartu Ksiusrga dan Akta Calaten Sipit
sssuai dengan Undeng-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomar 18 Tahun 1957 tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah
sarta Peraturan Pamerintah Nomar 66 Tahun 2001 tentang Relribus| Darah,

Pemungutan retribus| atas pengantian blaya calak Kartu Tanda Penduduk, Kadu
Keluarga dan Akta Catatan Sipil dlaksanakan dengan memegang teguh pada prinsif-
prinslf keadlan dan kepastian hukum oleh kersnanya prosedur penerapan dan
pemungutan retribus! tersebut dlatss mengatur hak dan kewsjlban wajib retribusi
dimaksud.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasai 2
Yang dimaksud dengan dokumen administrasi kependudukan adalah dokumen
reemi yang ditertitian oleh Instansi Petaksana yang mempunyai kekuatan hukum
sabagai alat bukii autentis yang dihasilkan dari pelayenan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil

Pasal3
- Yang dimaksud dengan inform;
adalah sistem informasi yang msmarﬂaa!k.an teknologi omesi dan
untuk infarmasi
Kapandudukan.

- Yang dimaksud dangan pembangunan seklor lain adalah depat dimanfaatkan
uniuk berbagal kepentingan, sepert] dalam menganslisa dan merumuskan
kebijakan kepsndudukan, dan .

‘pengkajian lmu




Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pazal 7
Cukup jelas

sal &
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat{1)
Cukup jelos
Ayat (2)
“ang dimaksud dengan hai-hal diluar kemampuan teknis adalah bancana
alam, kebakaran, kerusakan peralatan pengalah data

Pasal 10
Cukup |sias.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas
Pesal 12

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Gukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jalas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Fasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.



Pasal 23
Cukupjslas,
Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pagal 28
Gukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Gukup jelas.

asal 26
Cukup Jalas.

Pasal 30
Cukup alas.

Pasai 31
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup Jolas.

Pasal 33
Cukup jelss.

Pasal 34
Cukup elas

Pasal 35
Cukup Jsias

Pasal 36
Cukup jelas

Pagal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 2
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